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IKHTISAR PUTUSAN
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TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Peniel Waker  dan Saulinus Murib 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, Nomor Urut 4)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak

	Pihak Terkait
	:
	Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawal
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, Nomor Urut 1)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 24 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 16.19 WIB yang pada pokoknya terjadi manipulasi atau kekeliruan penulisan Model D.Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4.459 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 4.343 suara yang didalilkan terjadi di dua kecamatan yaitu Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sepanjang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si, menetapkan perolehan suara yang benar, menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si. dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Puncak periode 2024-2029. 


Mengenai kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Puncak 85/2024) yang bertanggal 12 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.56 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 16.19 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 



Terhadap kedudukan hukum Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 menyatakan Peniel Waker, S.Th, S.IP dan Saulinus Murib, S.Sos, M.Si (Pemohon) adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak  Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Peniel Waker, S.Th, S.IP dan Saulinus Murib, S.Sos, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 Nomor Urut 4. Jumlah penduduk di Kabupaten Kabupaten Puncak adalah 177.617 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2% x 167.376 suara (total suara sah) = 3.347 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah adalah 61.310 suara – 59.291 suara = 2.019 suara (1,2%) atau kurang dari 3.347 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah tidak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo

Dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya manipulasi atau kekeliruan penulisan Model D.Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4.459 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 4.343 suara yang didalilkan terjadi di dua kecamatan yaitu Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.181 suara di Distrik Ilaga dan penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.081 suara. Selain itu terjadi penambahan suara sebanyak 50 suara untuk masing-masing Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3. Hal ini terjadi karena Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis perolehan suara pada Model D.Hasil Kabupaten Puncak untuk Distrik Ilaga yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.081 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan  sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 50 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 8.684 suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak  0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 10.865 suara. Adapun total suara sah di Distrik Ilaga sebanyak 10.865 suara;

2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.162 suara di Distrik Erelmakawia dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2.378 suara. Hal ini terjadi karena Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis perolehan suara pada Model D.Hasil Kabupaten Puncak untuk perolehan suara di Distrik Erelmakawia yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.378 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 820 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 938 suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 1.036 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 3.100 suara. Adapun total suara sah di Distrik Erelmakawia sebanyak 4.136 suara;
Bahwa terkait dengan perolehan suara di Distrik Ilaga Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon pada Distrik Ilaga, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan yang diperoleh dari aplikasi Sirekap. Adapun Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Model D.Hasil Kecamatan yang didapatkan dari hasil rekapitulasi di tingkat distrik (bukan diperoleh dari aplikasi Sirekap). Setelah Mahkamah menyandingkan Model D.Hasil Kecamatan versi Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait, Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait. Sementara versi Termohon sama dengan versi Pihak Terkait serta didukung dengan Model C.Hasil di tiap-tiap TPS di Distrik Ilaga.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, penetapan perolehan suara melalui rekapitulasi suara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten yang didokumentasikan dalam Model C.Hasil dan Model D.Hasil untuk tiap tingkatan. Sehingga dokumen resmi yang diakui untuk mendokumentasikan setiap jenjang rekapitulasi suara yang sah adalah Model C. Hasil KWK untuk tingkat TPS, Model D.Hasil Kecamatan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan Model D.Hasil Kabupaten untuk rekapitulasi tingkat kabupaten. Adapun aplikasi Sirekap yang digunakan oleh Pemohon sebagai bukti untuk mendukung dalilnya adalah dokumen yang merupakan alat bantu rekapitulasi perolehan suara agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara. Sehingga apabila dokumen dalam Sirekap terdapat perbedaan dengan data dalam Model C.Hasil maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Model C.Hasil [vide Pasal 15 ayat (6) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024)]. Oleh karena itu, dalam hal ini Mahkamah akan menggunakan Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk mengetahui perolehan suara yang benar secara berjenjang untuk masing-masing pasangan calon di Distrik Ilaga.
Bahwa setelah Mahkamah menjumlahkan perolehan suara di seluruh TPS di 9 (sembilan) kampung pada Distrik Ilaga berdasarkan Model C.Hasil tersebut telah nyata bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.081 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan  sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 50 suara dan Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan sebanyak 8.684 suara. Hal ini juga bersesuaian dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait serta bersesuaian dengan D.Hasil Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
Bahwa berkaitan dugaan pemalsuan tanda tangan saksi Paslon Nomor Urut 4 bernama Benus Murib pada Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait, berdasarkan fakta persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang bersangkutan telah diminta untuk memberikan contoh tanda tangannya pada kertas putih di hadapan persidangan yang juga disaksikan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Puncak. Setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan contoh tanda tangan dimaksud dengan tanda tangan pada Model D.Hasil Kecamatan saksi Benus Murib, Mahkamah berkeyakinan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan  oleh Benus Murib dalam Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah benar tanda tangan saksi Benus Murib.

Bahwa berkaitan dengan dukungan dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga untuk memberikan suara sebanyak 10.865 suara kepada Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti berupa rekaman video, berdasarkan kesaksian saksi Pihak Terkait Roni Wonda, yang merupakan wartawan pada saat pengambilan rekaman video dimaksud, terungkap bahwa rekaman video tersebut dilakukan sekitar pukul 14.00 WIT di mana pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilakukan di tingkat TPS. Berkenaan dengan rekaman video tersebut saksi juga tidak melihat adanya alat bukti surat lainnya yang membuktikan terkait perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun berkaitan dengan rekaman video lainnya berupa video deklarasi dukungan suara yang pemilihannya menggunakan sistem ikat/noken dari Kepala Suku Ilaga, video kesaksian ketua PPD Ilaga, dan video kesaksian Ketua Pandis Ilaga setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tersebut telah ternyata tidak terdapat narasi yang dapat memvisualiasikan secara lengkap peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak dapat dipastikan substansi dalam video tersebut. Selain itu juga tidak terdapat informasi mengenai siapa yang mengambil video dan siapa saja orang-orang yang terekam dalam video tersebut. Sehingga, video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan dengan dalil Pemohon. 

Bahwa berkaitan dengan Surat Penyataan Penyerahan Hak Suara Sistem Noken bertanggal 27 November 2024 yang ditandatangani oleh Meki Wonda (Kepala Suku Distrik Ilaga) dan 9 (sembilan) Tokoh Adat dari 9 (sembilan) kampung di Distrik Ilaga, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa surat tersebut dibuat pada pukul 15.00 waktu setempat setelah pemungutan suara selesai sebagaimana diungkapkan oleh saksi Pemohon atas nama Meki Wonda yang juga bertanda tangan pada Surat Penyataan dimaksud. Dalam kesaksiannya pula, Meki Wonda menyatakan bahwa salah satu pihak yang bertanda tangan yaitu Benus Murib telah membubuhkan tanda tangan sebagai Tokoh Adat Kampung Ilambet, padahal yang bersangkutan bukanlah Kepala Suku melainkan Tokoh Pemuda.Terhadap Surat Penyataan tersebut Mahkamah menilai bahwa surat dimaksud tidak dapat dijadikan dasar kesepakatan masyarakat adat yang dalam menggunakan sistem noken/ikat sebelum tahapan pemungutan suara. Sebab, surat penyataan tersbut telah ternyata diakui oleh saksi Pemohon  dibuat setelah pemungutan suara selesai dilakukan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran Surat Kesepakatan bersama a quo. 
Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.181 suara dan penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebanyak 2.081 suara di Distrik Ilaga adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan perolehan suara di Distrik Erelmakawia Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut yaitu telah terjadi perbedaan perolehan hasil suara Pemohon pada Model D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model D.Hasil Kecamatan Erelmakawia yang disandingkan dengan Model D.Hasil Kecamatan Erelmakawia yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon berasal dari dokumen Sirekap. Sedangkan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan Pihak Terkait didapatkan dari hasil rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan yang didukung juga dengan Model C.Hasil Salinan di tiap-tiap TPS di Distrik Erelmakawia. Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah menilai bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah melalui rekapitulasi suara yang dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS dengan didasarkan pada Model C.Hasil-KWK-BUPATI yang diteruskan ke tingkat distrik yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Bahwa terkait dengan dokumen dalam aplikasi Sirekap telah dipertimbangkan Mahkamah. Sehingga alat bukti dimaksud tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah khususnya terkait dengan perolehan suara apalagi setelah mencermati tanda tangan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Model D.Hasil Kecamatan pada Distrik Erelmakawia sangat berbeda dengan versi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa berkaitan dengan surat penyataan bertanggal 27 November 2024 yang ditandatangani oleh Altinus Uamang (Kepala Suku Distrik Erelmakawia), bersama 9 (sembilan) tokoh adat di 9 (sembilan) kampung pada Distrik Erelmakawia yang pada pokoknya menerangkan telah memberikan dukungan suara sebanyak 3.100 suara untuk Paslon Nomor Urut 4 dan sebanyak 1.036 suara kepada Paslon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah surat penyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Apalagi Surat Penyataan tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang relevan.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.162 suara, dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2.378 suara di Distrik Erelmakawia adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
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